Menimbang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ 1486/2023
TENTANG
BESARAN SANTUNAN CACAT ATAU SANTUNAN KEMATIAN AKIBAT

KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi

yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-

19 berdasarkan hasil kajian kausalitas dan

kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau

meninggal, diberikan kompensasi

oleh

pemerintah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

dalam rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu

menetapkan Kompensasi berupa santunan

cacat atau santunan kematian;

c. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan

Nomor S-184/MK.02/2023 tanggal 6

Maret

2023 telah diberikan persetujuan atas besaran

santunan Akibat Kejadian Ikutan

Vaksinasi COVID-19;

Pasca
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hurufc,
perlu  menetapkan  Keputusan  Menteri
Kesehatan tentang Besaran Santunan Cacat
atau Santunan Kematian Akibat Kejadian
Ikutan Pasca Vaksinaasi COVID-19;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan  Kesehatan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam  rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin

dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
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Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 49);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN
SANTUNAN CACAT ATAU SANTUNAN KEMATIAN AKIBAT
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19.
KESATU : Menetapkan besaran santunan cacat atau santunan
kematian akibat Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-
19 sebagai berikut:
a. santunan kematian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah) per orang; dan
b. santuan cacat setinggi-tingginya sebesar
Rp30.800.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per orang.
KEDUA : Kriteria dan tatacara pemberian santunan cacat atau
santunan kematian mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
KETIGA : Ketentuan pemberian santunan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berlaku sejak dimulainya
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
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KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

JtNl)tRAL
= kK

NIP 197802122003122003
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